NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS

Menimbang : a. bahwa pengaturan mengenai perjalanan dinas telah
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 23
Tahun 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 10

Mengingat

BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 43 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMBAS,

Tahun 2024,

b. bahwa dalam rangka tertib administrasi perlu melakukan

perubahan  kembali terhadap  Peraturan
sebagaimana dimaksud huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 23
Tahun 2023 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di
Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sambas;

Py

Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1939

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9) Sebagai Undang-undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan
Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1933 tentang
pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 351,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

2756);

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
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10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun
2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor
33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
112);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011
tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi
Pejabat/Pegawai Di Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan Serta Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023
tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 144);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 5295);




11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 113/KMK. 05/2012
tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat
Negara/Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak
Tetap (PTT);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun
2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor
56);

13. Peraturan Bupati Sambas Nomor 23 Tahun 2023 tentang
Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan
Daerah Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten
Sambas Tahun 2023 Nomor 23) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 10 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sambas
Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Perjalanan Dinas
di Lingkungan pemerintahan Daerah Kabupaten Sambas
(Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor
29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 23 TAHUN
2023 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
SAMBAS.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 21C Peraturan Bupati Sambas Nomor 23 Tahun 2023
tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2023 Nomor 23)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati
Sambas Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Bupati Sambas Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di
Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sambas (Berita Daerah
Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 29) diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :
Pasal 21 C

Penandatanganan Surat Tugas untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar
Provinsi diatur sebagai berikut :

a. untuk Pejabat Negara, Surat Tugas ditandatangani oleh Bupati;

b. untuk Pejabat Daerah, Surat Tugas ditandatangani oleh Ketua DPRD,
dalam hal Ketua DPRD berhalangan maka Surat Tugas ditandatangani oleh
Wakil Ketua DPRD; dan

c. untuk Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas,
Pejabat Fungsional, Pejabat Pelaksana, PPPK, PTT dan Pihak Lain di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas, Surat Tugas ditandatangani
oleh Sekretaris Daerah.




Pasal Il
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 2 September 2024

BUPATI SAMBAS,
TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 2 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,
TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2024 NOMOR 62
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